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Ringkasan  

 

Penegakan hukum di ZEEI dalam hal adanya penangkapan ikan tanpa izin 

oleh kapal asing telah ditegaskan bahwa partisipasi TNI AL sebagai penyidik 

sebagaimana disebutkan pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sebagai berikut :Aparatur 

penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 

adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh 

Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Menegakkan hukum yang 

dilaksanakan oleh TNI AL di laut, terbatas dalam lingkup pengejaran, 

penangkapan, penyelidikan dan penyidikkan perkara yang selanjutnya diserahkan 

kepada Kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan.  

Permasalahan adalah : 

1. Urgensi pengaturan sanksi pidana bagi kapal ikan asing di ZEEI   

2. konsep pengaturan  sanksi pidana bagi kapal ikan asing yang melakukan 

tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di Zona Ekonomi Eksklusif 

Indonesia (ZEEI)  

Jenis penelitian adalah yuridis normatif, dimana penelitian yuridis adalah 

penelitian yang akan menjadikan hukum sebagai dasar untuk menganalisis. Dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), 

azas-azas hukum, teori-teori hukum, konsep-konsep hukum. Penelitian ini 

mengarah kepada penelitian konsep hukum nasional sebagai hasil dari ratifikasi 

dari hukum Internasional yang berkaitan dengan kapal ikan asing yang melakukan 

penangkapan ikan tanpa izin di wilayah ZEEI. Pendekatan yuridis dalam 

penelitian ini adalah pendekatan masalah berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan secara normatif adalah pendekatan 

masalah yang menelaah hukum dalam Undang-Undang sehingga dapat ditarik 

kesimpulan yang bersifat logik, runtut dan sistematika.Pendekatan Kasus (Case 

Approach) dengan Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-

kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap.  

 Hasil Penelitian adalah masih adanya Pasal 102 dalam  penegakan hukum di 

ZEEI oleh pengadilan perikana hanya memberi hukuman denda Disatu sisi  

Indonesia mendasarkan pada konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai 

Hukum Laut Tahun 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 than 1985 tentang 

pengesahan atas United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 

serta UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan , di sisi lain negara tetangga 

karena perbedaan pandangan tentang batas negara di lautan, maka terjadi sama 

sama merasa negara lain memiliki lautan, dan akibatnya masih terjadinya 

kejahatan penangkapan ikan (Illegal Fishing) di wilayah ZEEI oleh kapal asing 

yaitu disebabkan oleh faktor lemahnya patroli di wilayah ZEEI serta didukung 

oleh terbukannya wilayah ZEEI, armada kapal untuk patroli kurang modern untuk 

bersaing dengan kapal ikan asing, dan sumber daya ikan yang berada di ZEEI 



 

 

 

belum digali oleh nelayan Indonesia. Dengan lemahnya Penegakan hukum karena 

Pasal 102 UUP dilakukan dengan proses hukum dan disidangkan di Pengadilan 

Perikanan, dan dijatuhi hukuman yang biasanya adalah hukuman denda.pada hal 

diperbolehkan hukuman kurungan. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu 

daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur 

dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. 

Berlakunya konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan pranata hukum 

laut internasional yang masih baru. Di dalam Konferensi Hukum Laut yang 

diprakarasai oleh PBB yang diselenggarakan mulai Tahun 1973 sampai dengan 

1982 Zona Eksklusif ini dibahas secara mendalam dan intensif sebagai salah satu 

agenda acara konferensi dan disepakati serta dituangkan di dalam Bab V Pasal 55-

75 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Pada wilayah laut Indonesia yang 

berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif merupakan wilayah laut yang mempunyai 

potensi kekayaan yang terbesar bagi Indonesia. berdasarkan hal tersebut, 

pentingnya potensi-pontensi sumber kekayaan di laut pemerintah telah 

mengeluarkan berbagai jenis produk hukum dalam mengatur, melindungi serta 

melakukan penegakan hukum di wilayah perairan indonesia khususnya di wilayah 

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pemerintah telah mengeluarkan 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI serta produk-produk hukum 

terkait untuk melindungi wilayah ZEEI. Wilayah laut Indonesia memiliki nilai 

strategis dalam segala bidang politk, hukum, ekonomi, sosial budaya serta 

pertahanan dan keamanan.  

Oleh karena itu menciptakan wilayah laut yang aman, lestari, menjaga serta 

memanfaatkan segala potensi besar yang dimiliki oleh laut Indonesia merupakan 

hal terpenting dan mutlak harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Potensi-potensi 

kekayaan laut Indonesia yang ada di ZEEI sudah pasti menarik pelaku-pelaku 

tidak bertanggungjawab untuk mengambil kekayaan tersebut. Hal ini dapat 

dirasakan adanya kasus-kasus penyimpangan di wilayah perairan Indonesia yang 

sering terjadi, salah satunya adalah meningkatnya kapal penangkap ikan asing 

juga lokal yang tidak memiliki izin yang masuk ke wilayah perairan Zona 

Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) . Hal ini tentu sangat merugikan Negara 

Indonesia juga merugikan rakyat. Berdasarkan hal tersebut menuntut pemerintah 

untuk melaksanakan dan melakukan perlindungan serta penegakan hukum untuk 

menjaga eksistensi Indonesia sebagai negara maritim di mata dunia.  

 Penenggelaman dan peledakan puluhan kapal asing yang di lakukan oleh 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tanpa melalui persidangan ini 

memang merupakan kewenangan negara yang berlandaskan pada Pasal  69 Ayat 

(4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan Dalam melaksanakan 

fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas 

perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau 

penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti 

permulaan yang cukup. Tindakan ini diharapkan dapat memberikan efek yang 

signifikan terhadap hak-hak traditional fishing untuk mendapatkan hasil 

tangkapan ikan dengan bobot berat yang meningkat, juga diharapkan mampu 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/node/uu-no-45-tahun-2009-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-2004-tentang-perikanan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b22031a01f26/node/uu-no-45-tahun-2009-perubahan-atas-undang-undang-nomor-31-tahun-2004-tentang-perikanan


 

 

 

meningkatkan pendapatan ekonomi negara melalui sumber daya perikanan dan 

hasil laut yang berlimpah. Namun kebijakan hukum nasional ini harus juga 

memperhatikan hukum internasional, karena permasalahan yang dihadapi 

berkaitan dengan negara-negara asal pemilik kapal asing yang juga dapat 

menimbulkan kontroversial dari berbagai pihak. Indonesia sebagai negara yang 

telah meratifikasi UNCLOS (United Nation Convention in the Law of the Sea) 

memiliki kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum yang berkaitan 

dengan kepentingan dalam negeri di wilayah perairan yang berbatasan dengan 

negara lain, dalam upaya penegakan hukum tersebut Indonesia harus 

menyelaraskan ketentuan hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional. 

Berdasarkan Pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982 ketika terjadi penangkapan atau 

penahanan kapal asing, negara pantai harus segera pemberitahukan secara resmi 

kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang 

diambil dan mengenai setiap hukuman yang dijatuhkan. 

 Penegakan Hukum  Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dalam Rangka 

Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan merupakan bentuk 

pertahanan wilayah Indonesia untuk melindungi yurisdiksi negara sehingga 

pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap pelaku 

pelanggaran yang memasuki wilayah ZEEI. Indonesia sebagai negara yang telah 

meratifikasi UNCLOS (United Nation Convention in the Law of the Sea) memiliki 

kewenangan dan kedaulatan untuk menegakkan hukum yang berkaitan dengan 

kepentingan dalam negeri di wilayah perairan yang berbatasan dengan negara lain, 

dalam upaya penegakan hukum tersebut Indonesia harus menyelaraskan ketentuan 

hukum nasional dengan ketentuan hukum internasional. Berdasarkan Pasal 73 

ayat (4) UNCLOS 1982 ketika terjadi penangkapan atau penahanan kapal asing, 

negara pantai harus segera pemberitahukan secara resmi kepada negara bendera, 

melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap 

hukuman yang dijatuhkan. 

Penjatuhan sanksi pidana bagi kapal ikan asing yang melakukan tindak 

pidana penangkapan ikan secara illegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 

(ZEEI) menurut Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, jika 

dianalisis Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis perkara cenderung 

divonis dengan pidana denda dan perampasan kapal beserta isinya telah 

diterapkan tanpa dan tidak ada yang menjatuhkan pidana penjara terhadap 

Terdakwa, sesuai Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

.Vonis ini sudah tepat mengingat kapal dan isinya sangat mahal yang bisa 

membuat nelayan asing semakin takut untuk melakukan penangkapan ikan di 

perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Wilayah Pengelolaan 

Perikanan Republik Indonesia. Namun Kerugian Negara akibat penangkapan ikan 

(illegal fishing) oleh nelayan asing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik 

Indonesia (WPP-RI) sangat besar setiap tahun, maka pemerintah berkepentingan 

untuk mengoptimalkan penegakan hukum di laut ZEE. dan dihindari konflik 

kewenangan antara aparat TNI AL dan kepolisian perairan Republik Indonesia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  
  

The imposition of criminal sanctions on foreign fishing vessels that carry out 

illegal fishing at WPPRI does not overlap the rules that result in ineffective 

enforcement of fisheries law in the ZEEI area. In addition, so far there have been 

many fishing violations committed by foreign vessels.   

The formulation of the problem is: 

1. How is the Law Enforcement in the Exclusive Economic Zone (EEZ) in the 

Context of Indonesia's National Interest in the Marine Sector? 

2. How is the imposition of criminal sanctions for foreign fishing vessels 

committing the criminal act of fishing illegally in the Indonesian Exclusive 

Economic Zone (ZEEI) according to Law No. 45 of 2009 concerning 

Fisheries? 

The statutory approach is usually used to examine statutory regulations, 

which in normalizing there are still deficiencies or even foster deviant practices 

both at the technical level or in their implementation in the field.  The Case 

Approach with the case approach is carried out by examining cases related to the 

issue at hand, and has become a decision that has permanent legal force. This 

case can be in the form of cases that occur in Indonesia or in other countries.   

The results of the study show that there is still inconsistency in law 

enforcement in the EEZ for fishery potential by the Indonesian Navy in the 

Exclusive Economic Zone (EEZ), Indonesia is based on the United Nations 

convention regarding the Law of the Sea in 1982 with Law Number 17 of 1985 

concerning legalization. on the United Nations Convention on the Law of the Sea 

(UNCLOS) and Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries. Illegal fishing still 

occurs in the Indonesian Exclusive Economic Zone by foreign vessels. 
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